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BAB 1Iv

ANALISA DAN KESIMPULAN

Dalam Bab ini kami mencoba mendekati masalah penguturan koordinasi peme-
rintahan didaersh ini dari sudut kaiduh Hukum Tate Pemerintahan ( BTP )

dan dari sudut tehnis pelaksanaan pemerintahan didserch.
A. Bubunran antara Hukum Tata Pemerintahan denpan rengaturan koordinasi

Pemerintahan.

Istilah Hukum Tata Pemerintahan yang dimaksud dalam tulisan ini ada-
lah istilah resmi yang termuat dalam S.K. Menteri P dan K tanggal 30
=12-1972 No. 0198/V/1972, yang isinya sama dengan Hukum Tate Usaha

Hegara astau Pukum Administrasi sebagai salinan duri ist{lah "Adminis-

tratief recht".

- Uraian tentang isi dan ruang lingkup Hukum Tata Femerintahan cukup -
banyak dikemukakan oleh akhli-askhli. _
Kuncoro PurbopranotoaB) mengutip bunyak rumusan pendapat akhli dari
pelbagui negara tentang definisi dan rueng lingkup lHukum Tate Peme-
rintahan sebagai berikut :

{1) Van Vollenhoven : "alle recht, hetwelk niet sinds eeuwven geijkt

(2)

is als materieel staatsrecht, materieel privaatrecht of materieel
Strafrecht, op natuurlijke vijze een welgeveegd onderdak krijgt in
het administratief recht”.

Kranenburg : Stelinge dan Donner : " het recht dat gzich bezighoudt

. Bet de regeling van wetgeving en rechtgpraak"”.

(3)

(%)

(5)

Wade dan Godfrey Philips : " Administrative law is a branch of -

pubtlic law which 18 concerned with the conposition. powe duties,
right and liabilities of the variocus organs of government which are

engaged on administration™; .
Sir W. Iver Jennings : " Administrative law is the law relating to

the administration” H
LORCIl (Robert S. ) " Administrative law is law governing the legal
autlority of administrators to do anything that affects private -

right and obligations" ;

33)

KUNCORO FtIRBOPRANOTO,

Beberupa catatan Hukum Tata Pemerintalan '
dan beradilan Administrasi Negara, Pencrlit j
Alumni, 1925 /Bandung, hal 16 dst.
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(6) Logemann: " administratief recht is de bijzondere regels, dié
naast het voor allen geldende burgerlijk recht, beheersen de
vijze, wearp de staats organisatie aan het maatschappelijk

verkeer deel neemt " ;

(7} E. Utrecht: " Kaidah kaidah yang rembimbing turut serta pe- ‘
merintah dalam pergaulan sosial dan ekonimi, itu kaidah kaidah
hukum, yaitu kaidah kaidah yang oleh pemerintazh sendiri diberi
sanksi dalam hal pelanggaran. Kaidah kaidahhukum tersebut menga-
tur perhubungan antara alat alat pemerintahan dengan individu
dalam mesyarakat " ; : '

Jika kami menangkap dan mengartikan inti sekian definisi tentang
H.T.P. atau H.T.U.N. atau Hukum Administrasi sebagai kaidah kaidah
hukum yang mengikat aparatur pemerintah didalam menjalankan wewenang-
nya untuk mengurus kepentingan umum, maka didalamnya termasuk pula
kaidah kaidah yang mengikht bagiimapa seharusnya aparatur pemerintah
itu mengadakan hubungan satu sema lain berdasarkan wewenangnya masing
masing.

Pengaturan hubungan antara aparatur dapat termasuk bidang Hukum Tata
Negara Jika dilihat daril segi batas batas wewenang masing masing itu.

Akan tetapi didaim kenyataan pergaulan hidup bermasyarskat pengaturan
' hukumnys antara aparatur pemerintah tidak cukup hanya mendasarkan
diri kepada dasar daser wewenang dan batas vewenangnya itu saja,
melainkan dibutuhkan suatu kaidah hukum yang mengatur bagaimana cara
yang sebaik baiknys melaksanakan wewenang itu supaya’.tddak- .terjadi
persilangan wewenang didelam memenuhi kebutuhan penangensn masalah
kepentingan umum, ‘
Perbenturan atau persilangan wewenang ‘dldalam pelaksanaannysa d.apﬁt

mentmbulkan perselisihan bagi pera pemegang wewvenang itu. Itulah
kiranya yang menimbulkan pemikiran khusus untuk mengembangkan kaidah
hukum " antar wewenang " dalam kaitanrya dengan hukum perselisihan se~

perti dikemukakan oleh Ny. Soenaryati Ha.rtono?h)

3%)4y. SOENARYATI HARTONO,
Pedoman Perkuliahan (Course Materials) HUKUM ANTAR WEWENANG
(Fulaum Perselistihan II), Fak. Hukum UNPAD, Bandurg, 1974,Hal 2-3.
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Belum adanys azas hukum tentang perselisihan antar wewenang memang
bukan hanya menghambat dan mengganggu kelancaran jalanpya pemerinfaha.n
yeng harus menyelenggarakan pelbagai usaha demi kesejahterasan masyara-
kat secara ber- daya guna dan ber-hasil gune aken tetapi menimbulkan

ketidak pastian hukum.

Praktek untuk memecahkan maselah yang timbul adekalanya hanys di-
adakan secars incidenteel atau selera, melalui rapat/musyawarah se-
bagal salah satu cara menyelenggarakan koordinasi.

Akan tetapl kelemahannya adalah cara demikian banyak tergantung kepada
kebi jaksanaan atau selera pembawesn dan kemampuan pribadi seseorang
yeng berwenang sebagal koordinator. Akibatnya, Jika penjabat itu digan-
ti, maka berubah pulalah "pegangan" atau kriteria kebijaksanaannya.
Itulah kiranys yang oleh Ny. Soenaryati Hartono dianggap setagai

tidak adanys kepastian hukum.

Yang telah ada baru Peraturan Pemerintah tentang pembentukan Koordi-
pasi Pemerintahan Sipil (P.P. No. 27 tahun 1956) yang memust ketentuan
pokok secarsa singka.t cara cara mengadakan kerjlasama yang erat dan
effektif antera dinas dinas Sipil didaersh ( Pasa.l 1 ayat [1] ).

Dari pengalaman penulis selama likuran tahun bekerja sebagal pe-
gawai pa.ﬁongpraja dari ditingket Kecamatan sampai tingkat Propinsi,
ternyata benar apa yang dikonstatir oleh Ny. Soenaryati Hartono,
matehan lebih benyak lagi kejadian yang dapat dipaparkan sebagai
kasus kasus kongkrit.

KNy. Soeneryati Hartono menulis :

" ..... maka azasa~azas hukum mengenai konflik antar wewenang itu,
yang sekarang ini belum ada, perlu kite kembangkan terlebih dehulu.
Tidak adanyz azas azas hukum antar wewenang itulah yang kini me-
nyebabkan mengapa setiep masalah yang tidak dapat diseleseikan oleh
Menteri, perlu dibawa keha.da"pa.n Presiden sendiri, sehingga terlalu
memberatkan Presiden dengan tuges tugas yang seharusnya depat di-
gelesaikan oleh pembantu pembantunya, Jika saJa terda.pa.t azas &zas
Hukum yang mensa.turnya "

Penrulis sependa.pa.t tentang p‘erlunya mengembangkan bagiin-bagian
yang tercakup delem Hukum Tata Pemerinteahan atau Hukum Administrasi
itu, yaitu Hukum mengenai Antar-wewenang.



Yang tidek kurang pentingnya dalem kaitan masalah ini ialah bahwa
acapkali kits menemukan suatu peraturan perundangan, apakah U.U.
atau Peraturan Pemerintahan atau Peraturan Menteri, Peraturan -
Daerah, yang isinyas tidak adé kecocokan satu sama lain, atau me-
mat suatu pokok masalah yang tidak final dengan hanya mengatakan
bahwe "Kententuan selanjutnya skan diatur tersendiri atau dengan
peraturan lain", akan tetapi ternyata kemudian pengaturan lanjutan-

nya tidak kunjung tiba.

Terjadi juga suatu departemen mengeluarkan keputusan bahwa pendirian
suatu ussha perhotelan hanya boleh dilakukan atas izin tertulis dari
Gubernur Kepala Daerah Tk. I. Menurut U.U. Cangguan (Stbl. 1962

No. 226 yang telah dirubsh dan ditambah, terachir dengan Stbl. 19Lo
No. 450) dan juga Peraturan Daerah yang telah ada, izin termaksud
termasuk vewenang Kepala Daerah (Bupati/Walikotamadya).

Merurut S.K. Menteri Perhubungan tanggal 12-4-1971 MNo. SK.10L/%/
1971, Izin mendirikan Steambath dan Night Club ditentukan 61eh
Gubernur Kepala Daerah, sedang menurut U.U. Cangguan Tzin itu ter-
masuk wewenang Walikota Kepala Daerah karena ada unsur gangguan dan
bahaya. h

Semua itu menunjukkan perlunyes ketentuan normatief yang lebih tertid.
Ketertiban didalem segala hal sangat diperlukan, karena. itu pulaiah
gsalah satu tujuan deri hukum.ss)

B. 1. Hubungan kerla dalam ranska Koordirasi Pererintahan.

Mengenai hutungen-kerja dalam hubungan penyelenggaraan Pere-
rintahan di negara yang baru turbuh{seperti Indonesia) telah mendapat -
perhatian Perserikatan Pangse Bangsa; ini ternyate dengan adanya keputusan
Sekjen P.B.B. (U Thant) dalam tahun 1971 tentang pembentukan Panitia Ad
Hoc yang terdiri dari para shli administrasi dari berbagai negara di dunis.

35) Lihat *uliean MOCHTAR KUSTUAATVAl A tencins Fumped Tov Pepreriue 6

dalan Fembaremman lavions”, majalak ITr dubue Jdarn Fevcetaruan MNILya-
rakat Padjadjaran, ncrmor 1 ilid III, fzprembor 1977, hat. €.
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Panitia Ad Hoe itu diberi tugas untuk merumusken masalah-masalah
administrési yang diberhitungkan akan dihadapi oleh negara-negara
terbelakang dalam dasawarsa tujuhpuluhan ini.

Laporan Panitia Ad Hoc berbunyi antara lain, bahwa salah satu
masalah yang akan dihadapi oleh negara-negara terbelakang pada da-
gavarsa tujubpuluhan, ialsh "pemeliharaan dan pembinsan hubungan kerja
yang bersifat mmlti rungsionil“.BG) |

Penulis sependapat dengen STAGTAN bahwa kesimpulan laporan Pa-
nitie Ad Hoc dapat diterima apabila diingat bahwa : '

(1) Di negara-negara terbelakang sering terjadi - sebagaimana halnya
di Indonesia - bahwa prinsip fungsionalisasi berjalan tidak se-
lancar yang diharapkan.

(2) Sering terjadi pengkotakan-pengkotakan fiungsi pemefintahnn,
padahal adanys berbagal departemen, baden dan/atau lembaga
pemerintah non departemen tidak dimaksudkan sebagai kompartement-
alisasi, melainkan hanya gekedar verbaglen tugas rengingat luasnys
ruang-lingkup tugas pokok den fungsi pemerintah serta mengingat
keharusan adanysz spesialisasi dalsam tata pemerintahan yang modern.

(3) Pada azasnya, tidak ads satu pun xegiatan pembangunan yang se-
Juruhnys dapat diselesalkan oleh satu instansi saja; dus diper-
lukan hubungan kerja antar departemen yang multi fungsionil dan
miltl disiplin.

(4) Untuk suksesnya pembangunan mutlak diperlukan kebi)aksanaan yang
sebagail keseluruhan ronsisten satu sams lain {mutual consistent
policies), siapapun ["2Rg memprakarsel peruTusernye; keseluruhen=
nya Jelas menunukkan bahwa koordinasi, irtegrasi dan sinkroni-
sasi pemikiran, nerencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masih

merupakan masalah yang usaha permecahannya perlu ditingkatken.

36) SOMDANG P. SIACINX, adminiatrass Pembangunan, rdiei IT,
Gurung Agung, <sakarta, 1974, hal 176 - 177.
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2. Koordinasi Pemerintahan melalui kebijaksanasn keuangan.

Hampir setiap kegiatan pererintahan mempunyai aspek biaya
yang sumbernya dari masyarskat. Pemerinteh berkewajiban untuk
menggali dan mengatur keuangan untuk membiayai segale kegiatan-
nya. Dalam penggalian sumter sumber biaya itu Pemerintah r—erde-
pat hak dan kewajJiban dari masyarakat yang batas batasnya serta
cara.cara menggunakan dan mempertanggung~Jjavabkannya ditetapkan
dalam peraturan pérundangan melaluil penetapan Anggaran Pendepatan
dan Belanja Negara.

Bertitik tolak dari pemikiran di atas itu segala kegistan -
Pemerintahan dapat dikendalikan melalui kebijaksanaan pengaturan
keuangan. Di Indonesia sejak zaman Findia Belanda sampai dengen
tahun 1958 tidak kureng deri 1k peraturan perundangen yang menge-
tur -administrasi keuangen negara dslam erti yarg seluas luasnyas,
gehingga menurut J. wAJONGBT) mhesauri Negara sebagal pusat crgan-

organ keuangan adalah instansi koordinasi yang paling berkuasa di

antara organ-organ tertinggi di dalam pemerintahan. Demikian juga
halnya dengen Thesauri negeras kita yang dibentuk pada tahun 192L.

Yang menjadi Kepalanya disebut Thesaurir Jenderal dalam arti pelin
dung harta negsrs ("Schat-bewaarder"). Fungsi koordinasi itu diper-
oleh Thesauri Negara, terutams sejak kewenangan dan cara bekerja-
nya berkembang kejurusan Pepartemen Keuangan Inggris, yang terke-
nal sebagal Treasury. Karena itu perlu letih dahulu secara sincket

1 ot
diuraikan bagaimana organisasl dan care bekerja departemen itu.

Praktek Treasury di Iggggis.ae)

Treasury atau Departemen Keuangan itu mrdalalr yang terpenting
di antara departemen departemen pemerintahar di Inggris.Berbeda
dengan depertemen lain, la mempunysi tugas hanya terhadap instancsi
instansi pemerintah, tidak terhadap renduduk. Jadi kegiatan tidek
¢itujukan kxeluar, rmelainlen Fedalam untuk pengendalian umwum, ko-

ordinasi dan pengavasern.

37)3;'WAJ0HG. Admirietraet Keuargar: Daerzh, 19€2. -

38}G.A. VAN POFLJL, opelt dan de fmith, Congtituticnal and
Adminigivative L, Jecond Fd. 1872,
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Pemungutan pajak dan sebegainya tidak diurus oleh Treasury.
Pengawasan Treasury tidaklah bersifat pemeriksaan oleh akuntan,
tetapi pemeriksaan terhadap kegiatan pemerintahan ("bestuurs-
controle"), sehingga ia memasuki seluruh organ pemerintahan
Inggris.

Seperti halnya dengan depa.rtemen lain, Treasury Juga mempu.-
nyai Dewan, First Lord of the Treasury adalah senantiasa Perdana

Menteri. Menteri Xeuangan sendiri disebut Chancellor of the Ex—
Chequer (Kanselir harta Negara). Ia senantiasa anggota Kabinet,
yang lebih dari menteri_menteri lain duduk dalam berbagal panitia.
Dikatakan bahwa ialah Menteri yang paling banysk pekerjaan dan yang
paling payah dalam menghadapi pekerjaan itu.

Persetujuan Perdane Menteri sebagai First Lord of the Trea.sury
diperlukan untuk pengangkatan pada tiap-tiap jabatan penting, ter-
lebih peda Jabstan keuangan pada tiap-tiap departemen. Pimpinan
Treasury mengikutilprestasi petugas petugas yang memegang tanggung-
Jawad penting. Ia Juga berkewvenangan dalam penetapan peraturan
gali, kedudukan pegawval dan sebagainya.Yang tetzp terpenting dalam
tugasnya ialah pimpinan den pemeriksasn etas pengendalian keuangan
seluruhnya, sebagai akitaet kedudukan Chancellor of the Exéhequer,
yang dibawah pimpinan Kabinet memegang tanggung Jjawvab umm atas
pengendalien itu. -

Koordina.s:l. melalul gengendalian kenangan 41 Negeri Belanda.

Perkem‘ba.nga.n sistim keuangan Negeri Belanda telah menjurus
kearsh sistim Inggris, demikian menurut A. spaNyEr9)
Sejak talun 1919 Kabinet Begeri Belanda telah meneta.pk.e.n keten~
tuan sebagail berikut :

a. Semua rancangan Undang-undeng dan usul usul lain yang diedarkan
di antara pera Anggota Dewan Menteri, terlebih dahulu harus di-
kirim kepada Menteri Keuangan.

b. Pada Waktu perundingan baik secara tertulis maupun secara lisen,
dengan Staten Generaal tidak boleh diberikan janji-janji yang
dapat memperbesar pengeluaran negars, kecuali kalau sudah di-
setujui oleh Menteri Keuangan atau Dewan Menteri.

39)Op.cit Van POELJE.
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¢. Tanpa persetujuan lebih dzhulu darl Menteri Keuengan atau
Dewan Menteri tidak bcleh diedakan perubahan-peru tahen pada
sebuah R.U.U. atau diambil oper arendemen emenderer itu oleh
georang Menteri; epatila perubahen perubahan itu =tau amande=-
men smandemen dapat mengakibatkan terteritah tinggl rengeluarar
negara.

d. Tindakan-tindekan atau peraturan-peraturan yeng Zepat mempunyai
akibat-akibat keuangan yang penting tidak bolehr diadakan meski-
pun yang yang diperlukan untuk itu telalr terruat dalam Anggeran
Belanja Negara; kecuali kalau sudeh dirurdingksr dengan Menteri
Keuangan; dan jika Menteri Keuangan mempunyal keberatan, kecuali
xalau sudah disetujul oleh Dewan Menteri.

Peraturan terralsud mengedakan Jarinern supaye =2dek toleh éi-
diusulkan tindekanr-+indaiian yang akan mempunyai akitat keuangan yeng
penting, kecuali Meaterz Keuangan telah diberi kesertatan untuk me=-

nyatakan pendapatnyz.

Apa yang dilurisker cleh SPANYER, yakni untuk menghubungi De-
partemen Keuangan dalam segalas tindakan yang depat mempunyei akibat
keuangan, serenjak itu terkembang terus menerus. Urdeng undang Fer=-
berdsharasn tahun 19027 vang selak tahun 1929 telah "erguasai urusan
Kerajaan dari segi formilnye telah renguatlien perlsctangan itu den

memperkokoknya lebii lenjut.

Komunikasi !hubungan) dar bubunran keria dalam ransks Koordinasi.

Komunikasi adalzh alat untuk pengarahan, yaknl Tenerusan

keterangan dari orang yeng satu kepede orang yarg -lzin, sedemikian
gehingga keterangon keterangan terseryut dapat diperami oleh si=-
penerima..h 0)

JOHN T. HALFF renerpatken arti komunikesi itu izlam hubungan
pengarahan, yeitu dengan xomunikasi dimungkinian secrang atasnn
untuX memberikan pcrint-heperintah atau Yetearancer sierangan uniun
motivasi pegawei bounhan tertindak, Gan kol oini rule merurskan
suatu cara hagi percwei bawahen untuk melorarkar vertzli (feed back,

keterangan keteran;:n Fepndn atasannin (urtuk Feperluan rentrole).

+3) Yo . ) . - s e
JOit FLHALFF, ol zuide and cawe Jor rrireii.& 0]

P g NP [ B S, -1 .
- v—?lt, orl 20Te @8, iimems e ENTH LI, LS e
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Untuk mempersiapkan komunikasi yang bersifet hierarchies se-
perti yang dimaksudken olek JOHN F. FALFF, seoreng Kepala atau
Pemegang pucuk pimpinan sebagal manager perlu merencanskan carsa
pendekatannya; ia herus mempunyai sasaran yang Jelas, mengetahui
tempat bekerja, membandingkan berbagai alternatif dan memilih ke-
terangennys. Disamping itu akan bermanfaat pula untuk mengenal -
hambatan. hambatan yeng meringtangi komunikasi effektif. Misalnya:
penafsiran yeng salsh, putus atau hilangnya bagian dari keterangan
pada perpindahan tangan dan penangkapan yeng kureng tepat terha-
dap éesuatu keterangan, kurang perhatian pada Keterangan yang di-
berikan, assumsi yang tidak dijelaskan, masa penyesualan yang ku-
rang, kurang kepercayaen ﬁifiﬁak pemberi keterangan, penilaien -
yang terlalu cepat, ketakutan, kegagalan dlm kapunikasi.

Semua hambatan itu dalsm banyak hal yang dibahas tentang
komunikasi, berlaku untuk semua hubungan antara orang dan untuk
pertukaran fikiren, tetapi ral-hal tersebut mempunvai arti khusus

bagi manager dalam fungsi pengarahennysa.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan-komunikasi, dianjurkennya

agar manager mempunyal empat prinsip pedoman.

(1) Kelelasan. laksudnya agar dalerm berhubungan remakai ba-
hasa yang dikenal umum, Prinsip ini adalah sehubungan
dengan mtu keterangan, delam prektek disteikan, darn kita
menjumpal keterangan keterangan dnlax behasa yang demi-
kian tehnis hingga tidak akan depat dimengerti 4di luar ba-
glan yang membuat keterangan tersebut. '

(2) Perhatian. Jika menerima keterangan berikanlah perhatian
penuh kepada keterangan yang diberikan itu. Ini sehubungan
dengan syarnt synrat yang perlu untuk penerimaan keterangan.

(3) Integritas. Hendakrya diusahakan agar ¥yomunikasi- komunikasi
membantu sesarar- sesarsn organisasi. Ini menyatakan, tahue

kkomunikasi a&alah suatu cara untuk mecepai tujuan tuluen
organisasi; dan ini juga berartl, bahwa karena integritas
dari selurui. usalia untuk sebahaglan tergantung dari Jebatnn-

jabatan mancger Luwnihan; manacer munarer bawahan ini harus
menggunalks. jabloan mereka sclagal pusat komunlkusi,
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(4) Penggunaan organisasi informil sebagai siasat. Organisasi

informil hendaklah digunakan secara konstruktif sebagal
suatu alet komunikasi (kerena orgenisasi informil terutama

' aiadakan untuk tujuan kemunikasi).

Disemping mengenai prinsip prinsip ini, manager Jugs harus
sadar tentang sdanys banyak tehnik-tehnik, kesuksrsn kesukaran
hubungan-silang antara beglan-bagien, dan persoalan persoalan
hubungan-lisan dan tertulis.

Menurut hemat penulis, JOEN F. HALFF hanya mengganrberkan komu-
nikasi yang bersifat vertikal, hubungan atasan dengan bawshan dan se-
baliknya; pado.m‘mmnm itu ada dan perlu juga secara horizontal,
hubungan antara sesama petugas yang tidak ada sifat hubungan hierar-
ehies melsinkan untuk bekerja ssms, dan lebih jauh lagl untuk ber-
koordinasi atau dengan perkataan lain, ada hublingan-ker ja yang ber-
gifat koordinatif i samping hubungan kerja yang bersifat hierarchies-
subordinatif.

Komunikasi dalam orggiusi.-

Komunikasi mznurut uraian JOHN F. HALFF itu dari segi mnaganent
dianggap sebagal l.lat. Sebenarnya komunikasi itupun merupaka.n cars
dalan rangka mewujudkan kerjasama.

Ditinjau dari segi organisasi, soal komunikasi itu oleh ASTRID
§. sUTAFTO"!) aixatakan bahwe seorsng di delam kedudukan authoritas
h_ar_us_; menggunakean fp:t‘ocess komunikasi sgar supeya ia mendapat peng £kuan
dari kedudukannya, yaitu tidak lain agar supaya keputusannya dapat
diwu}wdkan. :

Disinilah tanpak, bahwa peransan komunikesi adalsh dalam dua arah:
memberikan pengakuan kepada yang bervenang dan selanjutnya berda.urm
pengekuan ini memungkinken, tahwa keputusannya (yang ditujukan k.epada.
tujuan organisasi) dapat diwujudken.

Y1) ,cTRID S. SUTANTO, Teori dan Praktek Komunikasi jilid II,

hal. 317, Binacipta 1874.
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Orsaniéasi itu sendiri tertentuk apebila terjadi pembazian
peker jaan, dimana selanjutnya pembagian pekerjaen ini akhirnyas di-
koordinasiksan kembali merupakan satu kesatuan untuk mencapal tujuan

organisasi. _

Dengan demikian depat dikatakan, bahwa dasar dari organisasi
adalah : [1] pembagian pekerjaan, [2] koordinasi pekerjaan.
Pemikiran tersebut berlaku bagi setiap crganisasi; dus berlaku pula
untuk organisasi pemerintahan, dan karenanya dalam penyelenggaraan

Pémerintah bukan hanya herus ade pembagian pekerjaan yang tepat aken
tetapi herus ada koordinasi.

Dapatlah kiranyes disimpulkan pula bahwa komunikasl itu merupakar
alat dan juga merupalan cara-dalam koordinasi untuk mencapgi tujuan
organisasi, termasuk pula organisasi pemerintahan, baik ditingkat
Pusat maupun ditingkat daerah.

Komunilkasi dalaﬁ praltek venyelenggaraan koordinasi nemerintshan

di daerah.

Y.D. STEWART, Direktur dari Lembaga Penyelidikan Pemerintahan
Daerah di Birmingham mencataken bahva : " The problem of Coordination
between departments is made grester because each department is charac-
terized by a perticular professional outlock." 42)

Selain deri makir tessrnye masalah koordinasl karena tisp -
departemen atau bagi:zn ditandai oleh pandangan keahlian yang ter-
sendiri, menurut pengalamannya yang diperoleh di Inggris, ia mengatakan
bahwa kalau suatu Badan Pemerintahan Daerah (Lokal) membagi organisa-
sinya menjadi pelbagni derartemen atau bagian berdasarkan fungsi-fungsi
yang terpisah, dan tisp Tungsi itu memiliki lrealhliannys masing-masing,
maeka kelemshannya depat rmenjadi perah.

L2) Penertitan I.UL.A. vel., 2 nr, 1 1068,
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Sigtim departementasi yang dibatasi oleh sistim keahlian hanya
dapat dengan mudahnya mewujudkan pandangan yang sempit, yang me-
rupakan bahaya bagi latihan keahlian. 3

Sekedar untuk mempercleh suatu gambaran beberapa banyaknya
kesatuan-kerja pada tingkat wilayah Propensi yang bersama dengan
Daerah tingkat I ysng menjadi kewajlban Gubernpyr selaku Kepala
Wileyah dan Kepala Daersh untuk menyatu paduksan, mengarahkan dan -
mengevasinya atau dengan perkataan lain mengkoordinasikannya,
berikut ini disajikan : ' ,

A. Pertelaan Jawatan-jawatan otonom daerah tingkat I (banding-

kan  dengan penjelasan pasal 93 U.U. No. 5 tahun 197k);

B. Pertelaan Lembage~lembaga dalam lingkungan Pemerintah
Daerah Tingkat I.

C. Jawatan-jawatan vertikal dan perwakilan Lembaga Non Depar-
temen di tingkat wilayah propinsi; (pasal 85 U.U. No. §
tahun 197Th4). _

D. Instansi-instansi yang berdomisili di wilayah propinsi;

E. Inatansi Pusat yang berdomisili di wileyah propinsi.

U3) v p. STEWART, dalam tulisannya berjudul "Management Training
" in Local Govermment, Experience in England and Wales"”, menga-

takan : "When a local goverwment body divides its organisation
into departmenta based on separate functions and each of those
funot ons has its owm professionalism, this weaknesa can be
serious. Departmentalism entrenched by professionalism, can
only too easely institutionalize by the narrow viseion which
i8 the danger of the professional 's training”.
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A. JAWATAN JAWATAN OTCNOM DAEPAH TV, IrJﬁWk BAEAT.hh)
1 T
g;’_uT NAMA JAVATAN / INSTANSI | T GHAN KETERANGAN
(1] (2] 31 [u)
1. Jawatan Pertanisn Bandung
2. Javatan Pekerjasn Urum Bendung
3. Jawatan Perindustrian Bandung
L, Jawatan Eertefnakan , Bandung
S. Jawatan P. dan K. Bandung
é. Jawatan Perikanan Zandung
7. Jawatan Perkebunen Rakjat Eendung
], Kantor Urusan Perburuharn REandung
0. Jawatan Kehutanan Fandung
10. Jawatan Kesehatan Zandung
11. Jawatan Sosial - Bandung
12. Jawatan Pajak & Peﬁdapatan Bandung
13. Jawatan Pertanbangen Eandung
.lh. | Jawatan Inspeksi Arraria Bandung
1s5. Jawatan D.L.L.A.D. Eandung
16. Direktorat P, M. L. Bandung
iT. Staf Mada Hensip VIII
Jawae Barat Bandung

kL) Merurnt catatan STEMDA Dol rSARA BARAT 17, Mopwembor 1874.
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B. LEMBAGA LEMBAGA DALAM LINGKUNGAN PEMDA 7K I JAWA pamar b
No. TEMPAT N
Urut NAMA JAWATAN / INSTANSI KFDUDUKAN KETERANGAN
{1} (2] (3] (%]
I. LEMBAGA-LEMBAGA :
1. B.K.P.M.D. | Bandung
2. Bappemda Bandung
3. B.U.C.D. Bandung
L. Bank Karya Pembangunan Bandung
5. Dinas Angkutan Darat Bandung
6. Dinas Pariwisata Daerah Bandung
II. AKADFMI:
1. A.P.D.N. Bandung
2. A,T.P.U. Bandung
3. A.1.K. | Bandung
b, A.I.N. Bandung
5. A.P.T. Bandung
6. Pusdiklat Bandung
T. Slaputda Bandung

4s) Menurut catatan SPEDA PROPINSI JAWA BARAT bl. Nopember 1974.
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DAFTAR JAWATAI—JAWATAN VERTIKAT DAN PERWAKILAN
LEMBAGA NON DEPARTEMEN TINGKAT WILAYAH PROPINSI JAWA-BARAThS)

§° ® ‘ DEPARTEMEN JAWATAN/PERWAKILAN | TEMPAT
ru DEPARTEMEN KEDUDUKAN
1} [2] [3] (4]
A. I. | DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1. Inspektorat Daerah
Propinsi Jawa-Barat Bandung

2. Direktorat Khusus
-~ Propinsi Jawa-Barat Bandung

3, Direktorat Agraria
8. Sub. Direktorat

Agraria Bandung
b, Sub. Direktorat
Pendaft. Tanah Bandung

¢. Sub. Direktorat
Tata Guna Tanah

k. Direktorat Pembangun
-an Masyarakat Desa
(PMD) Propinsi Java-

Barat
II. DEPARTEMEN KEHAKIMAN 1. Perwakilan Departe=-
men Kehakiman Bandung
2. Pengadilan Tinggl '
Bandung Bandung

3., Inspektorat Imigra-
si Wilaysh Jawa-Ba
rat & Jawa Tengah Bandung

4, Insp. Wilaysh Pema-
syarakatan III Bandung

5, Perwakilan Balai
Parta Peringgalan

Bandung Bandung

III. : 1. Jawatan Penerangan
Propinsi Jawa-Barat Bandung
2, Studic RRI Pandung Bandung

3. Lembaga Pers & Pen=-
danat Ucum (LPPY) Bandung

Iv.,

46) Menurut catatar SPEMN! .
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Fo. ) JAVATAN/PERWAKILAKN TEMPAT
Urut. DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEDUDUKAN
(1] [2] [3] (4]
IV, DEPARTEMEN KFUANGAN . Insp.Perbendaharaan
- Fegara Bandung
2. Kantor Bendahars
Negara Bandung
3. Fantor Inspeksi Besa
) & Cukai Bandung
4., Jawatan Pegadaian _
Negars Bandung
S. Inspeksi IFD Jawa=
Barat Bandung
6. Inspeksi IFD Jawa-
Barat Bandung
7. Koordinatcr Daerah
_ Departemen Keuangan Bandung
V. DEPARTEMEN PLRDACAUNAN 1. Perwzkilan Departemen .
Perdagangen Jawa Barat Bandung
2, Direktorat Metrologi
) Standarisesi & Normal-
isasi ' Bandung
3. Dinas Standerisasi &
Normalisasgi Bandung
i, Dinas Metrologi Inspeke
si IV Jawa Barat Bandung
VI. DEPARTEMEN PERIBDUSTRIAN - -
VII. DFPARTEMEN PERTAMEANCAN P.N, Pertamina Jawa-
Rarat Bandung
VIII. DEPARTEMEN P U T L Direktorat Cipta Karya Bandung
IX. DEPARTEMEN PERHURI. ‘GAN 1, PN DAMRI Inspekal
: Jawa Barat Bandung
2. Kantor Daerah Pos &
Ciro VIII Jawa Barat Bandung
3. Kantor Daerzah Teleko=-
runikasi VITI Jawa Earat Bandung
L. PL M Expl. XI Pusat Bandung



2

—

g:&t DEPARTEMEN JAWAngéigggﬁgﬁLAN " TEMPAT
KEDUDUKAN
[1] (2] (3] (4]
X. DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN 1. Perwakilan Departemen
P & K Propinsi
wa Barat Bandung
2. ¥abin Pendidikan
Menengah Umum Per-
tama Bandung
b. Katin Pendidikan
Menengah Umum Atas  Bandung
c. Kabin Kesehatan
Keluarga (PKK) Bardung
d. Kebin Urusan Khu-
sus Bandung
e. Kabin Pendidikan )
Teknologl VBandung
f. Kabin Das Pralub/
PDPLG Bandung
g. Kabin Pendidikan
Fkonomi Bandung
h. Kabin Pendidikan
Masyarakat (PEIMAS) Bandung
i. Kabin Keolah-ragaan Bandung
. Kabin Olah Raga Pend.Bandung
k. Kabin Pemuda Bandung
1. Kabin Kesenian Bandung
m. Kabin Pendidikan
Kesenian Bandung
n. Kabin Permusiuman Bendung
2. Yantor Direk. Jend,
Dramuka dan Pemuda Bandung
. 3. Foordinasi Perguruan
Tinggl Bandung
XI. DEPARTTEMEN KFSFIATAT 1. Inspeksi Kesehatan
Fropinsi Jewe-Earat Bandung
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No.

JAWATAN/PERWAKILAN TEMPAT

Urut DEPARTEMEN DEPARTEMEN KEDUDUKAN
(1] [2] (3] (4]
XI. DEPARTEMEN KESFHATAN l. Inspeksi Kesehatan

Propinsi Jawe-Barat Bandung
XII. DEPARTEMEN AGAMA 1. Pervakilan Dep.Agams  Bandung
2. Inspeksi Urusan Agama  Bandung
3., Jawatan Pererangan
. Agama Propinsi Jawa-
Barat Bandung
i, Jawatan Pendidikan
Agama Propinsi Jawa=-
Barat Bandung
5. Jawatan Urusan Agama Bandung
€. Kantor Urusan Haji Bandung
XIII. DEPARTEMEN PERTANIAN . Perwvakilan Dep.Perta=-
nian Bandung
2. Insp. Jend. Devarte-
men Perw, Jawe EBarat Bandung
3. Inspektorat Perkebun-
an Besar Daerah VI
Jawa=- Barat Bandung
4, Brigade Planologi Xe-
hutanan=-Jawve 3arat Bandung
5. P.N. Perkebunarn XII Bandung
6. P.N, Pertari Insp.III Bandung
T. P.N. Perkebunan XIIT Bandung
xIv. DFPARTEMEN TTHAGA ¥FRJA 1. Lontor Daereh Dep.
DA TRANSKOP Tenage Kerja Jawa-
' Barat Bandung
a, PLK Industri
Management Lep.
Tenaga Xerja Bandung
. PLY. Pertanlian Dep.
Tenaga ner'sns Bandung
2, Direktorat Tronomie
grasl Pandung
* .Direktorat ¥crerasi Bandun:.

3.
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{

No. JAVATAN/PERWAKILAN TEMPAT
Urut DEPARTEMEN ' . KEDUDUKAN
L] (2] . 3] (4]
XV, DEPARTEMEN SOSIAL 1. Perwakilan Departemen
Sosial Bandung
B. NON DEPARTEMEN
I. LEMBAGA TIIMU PENGETA-
HUAN INDONESIA {LIPL) - -
II. LEMBACA ADMINISTRASI
NEGARA (LAN . LAN Perw, Jawa Barat Bandung
III. BADAN PERENCARA PEM-
PANGUNRAN RASIONAL
!EAPPEMHAS_ - -
Iv. BADAN TERAGA ATOM - -
V. BADAN ADMINISTRASI KE-
PEGAWAIAN NEGARA (BAKM) - -
VI. BADAN URUSAN LOGISTIK 1. Depot Logistik (Dolog) Bandung
VII. BANK CENTRAL 1, Bank Indonesia Cabang
- Bandung Bandung
2. Bank Bumi Daya Cabeng
Bandung Bandung
'3, Bank Dagang Negara Ca- |
bang Bandung Bandung
4. Bank Export Import Indo-
hesia Cabang Bandung " Bandung
5. Bank Pembangunan Indo- '
*  nesia Cabang Bandung Bandung
6. Bank Negara Indonesia
19L6 Bandung
T. Bank Rakyat Indonesia
¥Yantor Daerah Jawa-Barat BEandung
VIiII. BIRO PUSAT STATISTIK 1. Kantor Sensue dan Sta=
‘ tistik Jawa-Barat Bandung
IX. KEJAKSAAN AGUNG 1. Kejaksaan Tinggi
Jawa Barat Bandung
X. BKEN - -
xI. BKKBN _ " 1. BKKEN Propinsi Jawa Barat Bandung
XII. BAPAN 1. Kantor Tusat Penelitian
Dirpgantara Bandung
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No. TFEMPAT
EP X
Urut DEPARTEMEN JAWATAN KEDUDUKAN
(1] [2] [3] [4)
I. |DEPARTEMEN DALAM NEGERI | 1. Akedemi Pemerintahan
Dalam Kegeri (APDN) Bandung
2. Selaputda. Bandung
II. DEPARTEMEN P dan X 1. Konservatori Karawli-
tan Jurusan Sunda Bandung
I1I. PEPARTEMEN KESEHATAN 1. Sekolah Ass. Apoteker Bandung
2. P, N. Bio Farma Bandung
3. Pusat Rehabilitasi
Situnakala Bandung
L, Akademi Perawatan Bandung
5. R.8.U.P. Hasan Sa-
dikin Bandung
6. R.S.U.P. Mata Cicendo Bandung
T. R.S.U.P. Jiws Bandung
8. R.S.U.P. Jiwa Bogor Pogor
9. Sekolah Perawat Bandung
IV, DEPARTEMEN AGAMA 1. I.A.I.N. Sunan GCu-
nung Jati Bandung
V. DEPARTEMEN PERTANTAN l. Lembaga Penelitian
Haltikultura Lembang Bandung
2. Direktorat Perencans-
an. Bogor
3. Dir. Perlindungan &
Pengawetan Alam Bogor

k. Lembaga Penelitian
Hasil Hutan

Bogor
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No. - TEMPAT
DEPARTEME L JAWATAN
Urut N A KEDUDUKAN
[1] [2] [3] (L]
5. Lembaga Sanghyang Sri Cikampek
6. Lembage Pusat Peneli-
tian Pertenian Bogor
7. Lembaga Penelitian
Tanah Bogor
8. Lembaga Penelitian -
Tanaman Industri Bogor
9. Lembaga Penelitian .
Perikanan Bogor
10. Lembaga_?enelitian
Hutan Bogor
N1. Balai Penelitian
Ferkebunan Bogor
12. Lembaga Penelitian
Penyakit Hewan Bogor
13, Lembaga Penelitien
Peternekan Bogor
14. Lembaga Biologi
Nasionel Bogor
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No. TEMPAT
Urut DEPARTEMEN | JAWATAN KEDUDUKAN
(1] (2] [3) (4]
1. DEPARTEMEN KEHAKTMAN 1. Lembaga Pemasyarakat-
an khusus anak negarsa
Tangerang Tangerang
1I. DEPARTEMEN PERINDUSTRI-
AN, l. Balai Penelitian
Keramik Bandung
2. Balai Penelitian
Bahan-behan Bandung
3. I. T. T. Bandung
4, 'Balai Penelitian
Celliulusa Bandung
5. Balal Penelitian
Kimia Bandung
6. Akademi Kimis Analis Bogor
III. DEPARTEMEN SOSIAL 1, S.T.K.S. Bandi:ng
2., Sekolah Pendidikan :
Luar Bissa {SPLB) Bandung
3. S5.,P.L.B. Bag.B
{Tuli Bisu) Bandung
%, s.P.L.B, Bag. A
{(Rumah Buta) Bandung
5. 8.P.L.B. Bag. D
(Cacat) Bandung
6. S.P.L.B, Bag. C Bandung
7. S.G.P.L.B. Bandung
Iv. LEMBAGA JLMU PENGETAHUAN
sicnal Bandung
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No. CPRMEAT
DEPARTFMFN JA‘.“:_ TAH - VIR L
Urut EEDUDUKAN
(1] [2] [3] [%]
2, Lembagas Metalogi Bandung
3. Lembaga Fisika Ka-
sional Bandung
L, Lembaga Elektronika
pesional _ Bandung
5. Lembaga Instrumenta-
si Nasional Bandung
6. Lembaga Researah Ke- )
budayaan Nasional Bandung
' 4 7. Lembaga Geologi Na-
sional Bandung
V. BADAM TERACL ATOM 1. Pusat Reaktor Atom
Bandung Bandung
vI. BATAN ADMIWISTRACEI KF-
PECAWAIAN ( B.A.K.N. ) 1. Biro Pensiun dan :
Tunjangen Bandung
Vii. DEPARTEMEN P DAN K 1. Perpustakaan Hegara
Dep. P dan K Bandung
2. Akademi Seni Tari
Indonesia Bandung
3. I.P.B. {Institut
Pertanian Eogor) Bogor
VIiiI. DEPARTEMED P. U. T. L. | 1. Direktorat Cipta
Karysa Pandung
IX. DEPARTEMEE F- DAN K 1. Kebin Olehraga
Tandidilkan Bandung
2. Kabin Pepuda - Bandung
3. Kabin Kesenian Bandung
4. Kabin Pendidikan
dan Kesenlan Bandung
5, ¥Kobir Permusiuman Bandung
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No. - TFMPAT
DEPARTEMEN !
Urut JAWATAN KEDUDUEAN
(1] [2] [3] {u]
I. DEPARTEMEN KFUANGAN ‘1. Kantor Pusat Adminis-
trasi Belanja Pega-
wai & Pensiun Bandung
II. DEPARTEMEN PERTAMBANGAN | 1. Balai Penelitian Tam-
bang dan Pengolahan
~ Bahan Galien Bandung
2. Dinas Perpetaan
Geologi _ Bandung
3. Dinas Laboratorium
dan Dokumentasi/Pu-
blikasi Bandung
4. Direktorat Geologi Bandung
III. DFPARTEMEN P.U.T.L. 1. Perwk. Perum Otorita
‘ Jatiluhur Jatiluhur
Iv. 2. Direktorat Irigasi Bandung
3. Direktorat Pemeli-
haraan & Rehabilita-
sl Bandung
4. Direktorat Bins Mhrg% Bandung
5. Direktorat Jalan &
Jembatan Bandung
6. Lembaga Penyelidikan
Masslah Air ; Bandung
T. Lembaga Penyelidikan
Masalah Bangunan Bandung
8. Lembaga Penyelidikan
Masalah Tanah & Jalan Bandung
9. Lembaga Penyelidikan
Masalah Tenah & Jalar
Ditjen Bina Marga Bandung
V. DEPARTEMER PERHUBUNGAN { 1. P. J. K.A. Bandung
2. P.N. Pos & Giro Bandung
3. Perum Telkom Bandung
4, Lembaga LFPU Bandung
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No. ' ' TREMPAT
DEPARTFEME HATA?
Urut EMEN JAUATAN KEDUDUKAN
(1} (2] [3] [h]
5. Stasion Geofisika Bandung
€. &, P. N. Bandung
7. Lembagae Penelitian
Pengembangan Sarana
~ serta Keselamatan Pery
' hubungan Darat Bandung
8. Lembaga Penelitien
Pengembangan Indus-
tri Pos & Telekomu-
nikasi Bandung
9. Akademi Postel Bandung
h0. Akedemi P, U. T. Bendureg
V. DEPARTEMEN P DAl K 1. I. T. B. Bandung
2. UNPAD Bandung
3. IKIP Bandung
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Pandengan STEWART pada halaman dimuka yang diungkapkan berda-
sarkan pengaléman di regaranya depat difahami bila dihubungkan -
dengan kenyataan bahwa setiap instansi yang menjalankan fungsl pe-
merintahan, atesu badan badan lain yang mendapatkan tugas dari peme-
rintah untuk membantunya, selalu mererluken kerjasarma atau bantuan
instansi serts badan lain; oleh karenanya memerlukan komunikasl se-
tu sema Xain. ‘

Bila ditingkat pusat, seocrang menteri harus menyatu-padukan
dan mengarahkan serta mengawasi kegiestan sebuah Sakretariast Jendral,
sebush Inspektorat Jendrel, L buah Direktorat Jendral dan beberapa
'Badan serta kesatuan kerja lain; begitu pula Presiden menyatu~-padu-
kan, dan mengarahkan serta mengawasi 16 Depertemen serta beberapa
Menteri Negara dan beberapa Lembaga Non Departemen, meka di wilayeh
wilayah Propinsi, Kotamadya atau Kabupaten, para Gubernur, Walikota-
madya atau Bupati sebagai Kepala Wllayahnya dan sebagai Kepala Da-
erah otonom, harus berusahes seperti Menteri atau presiden termaksud
diatas terhadap instansi instansi vertikal, perwakilan pervakilan
Lembega Non Departemen dan Badan bedan lain di tingkat wilasyahnya
masing-masing.

Tanpa kewajiban,tanpe wewenang dan tanpe kemampuan melaksana-
kan penyatu-paduan dan pengarahan serta pengawasan demikian, Ke-
pala Wilayah itu tidak mungkin dapat berftngsi sebagaimana mesti-
nya menyelenggarakan kegiatan pererintahan, kegiatan pembangunan
dan pembinaan masyarakat di wilayahnys.

Kepala Wilayah yang menerima pelimpahan tugas kevajiban dan
wewenang pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan, dan se=-
bagal Kbpﬁla Daerah otonom, menjelankern fungsi dan kekuasaan-ke-
kuagaan tertentu sebagail satupsatuhya wakll Pemerintah Pusat di-
daershnya dalam bidang Pemerintahan Umum.hT)

Oleh karena itulah ia disebut PFNGUASA TUNGGAL yang harus mem-
pertanggung-Jjawabkan seluruh kegiatan pemerintahan, penyelenggaraan
pembangunan yang telah dipolakan oleh Pemerintah Pusat dan penbina-
an masyerakat di wilayeshnya.

WT) ;ihat U.U. No. 6 tahun 1969 jo. P.P. No. 50 tahun 1963 temtang
"Penyerahan tugas kewajiban dan wererang Pemerintah Pusat ke=-
pada Pemerintah Daerah bidang percrintahan wmam', lihat pula
tulisan perulis tentang "Pelakearacn Desentralisaei dan De-
konsentrasi Pemer-ntahan. (19€¢)
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Pertanggung-jawavannya ity meliputi juga tentang pemerintahan
daeerah otonom, oleh karena meskipun urusan-urusan tertentu telsah
diserahkan kepada Daerah sebagai pelaksanaan azas desentralisasi,
tetapi tanggung-jaweb terakhir terhedap urusan urusan tersebyt -

tetap berada 4i tangan Pemerint;h Pusat.hS)

6. Berbagei ketentuan den cara praktis pengadakan koordinasi Pemerin-
tahan di Deerah.

(1) Berdasarkan U.U. No. 5 tahun 19TL tentang Pemerintashan di Da-
erah tahun 197h.

Kepala Wilayah terwenang antara lain menyelenggarakan
koordinasi etas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal
dan.antara instansi~instansi vertikal dengan dinas dinas daerah.
baik delam perencanasn maupun delam pelaksanaan untuk mencapai
daya-guna dan hasil-guna yasng sebesar-besarnya.

Dalam menjalanken tugasnya, Kepala'instansi vertikal bersada
dibawah kocordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan.

Pelaksanaan ketentuan diatas distur dengen Peraturan Peme-
rintah.

Yang dimaksuvd dengan instansi vertikal adalsh perangkat
Qgpgrtgggg-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah Non De-
éﬁ{fgmen yang ditempatkan di daerah untuk meleksanakan sebagal
urusan Departemer-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah
Non Departemen. , :

Dalam prekteknys antara urusan-urusan yang diselenggarakan
oleh masing masing instansi vertikal, bergitu Juga antara urusan-
urusan yeng diselenggarakan oleh Pemerintah Daersh dan instansi-
instansi vertikal, sangat erat hubungannye satu dan lain. Maka
untuk mencapaidaya-guna dan hasil-guna yang sebesar-besarnya,
sangat periu penyelenggaraan urusen-iwrusan itu dikoordinasikan
dengan sebaik-baiknys. Pelabat yang berwenang dan berkewasjidban
untuk menyelenggaraken koordinasi tersebut adalah Kepala Wi ayah.
Berhubung dengan itu, meka dalanm melal:sanakan tugasnye, instansi-
instansi vertikal berada dibawah koordinasi Kepala Wilayah seba-
gel Wakil Pemerihtah. .

48) Lihat penjelccar woum UU, No. 5 tahun 1874 angka 4 sub a. (4).
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Berhubung dengan itu, maka instansi-instansi vertikal
wa]ib melaporken segale rencana dan kegiatan, memberikan ke-
terangan-keterangan yang diminta dan mematuhi petunjuk-petunjuk
wnm yang diberikan oleh Kepala Wilayah,

Delam mengkoordinasikan kegiatsn-kegiatan instansi -instansi
vertikal begitu Juga antara instansi-instansi vertikal dengan
Pemerintah Daerah, Kepala Wilayah harus selalu memperhatikan
dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pex_'tmda.ng-

undangan yang berlaku.
Perlu dicatat disini balwa Peraturan Pemerintah No. 27

tabun 1956, penjelasan pasal 2, bahwa dengan adanya koordinasi

itu tidek derarti ads campur tangan secars teknis administratif
dalam penyelenggarasn tugas dari jawvatan/dinas-dines itu sendiri
dan nula tidak membawa perubahan atas tanggung-Jawed Jawatan itu

terhadap atasannpya.
Jugs ketentuan tentang rahasia jabatan tetap tidak berubsh.

(2) Berdasarkan Instruksi Presiden No. 05 tahun 1967.

Menurut penjelasan umum instruksi tersebut, dengan Keputusan
Presiden R.I. No. 107 tahun 1967, Lembega KOTT dan PEPELDA telah
didbubarkan. !

‘ Dalam hubungan itu, agar supaya adanys kesatuan tindak, ada-
nya koordinasi, integrasi antar aparatur Pemerintshan di daerah,
yang selama ini dapat divujudkan melalui lembaga tersebut tetap
dapat diwujudkan, maks dipandang perlu adanya suatu cara yang
tepat ai daersh yang dapat menjamin kesatuan tindak, koordinasi
dan integrasi yang dapat pula mengatasi gangguan dan hambatan
atas kelancaran pelaksanaan program dan kebi jeksanaan pemerintah.

Untuk itu diadakan a.l'at yang berbentuk musyawarah dengan '
nema "Musyewarah Pimpinan Daerah" yang sejalan dengan sussana
penegakan Orde Baru ini memenuhi beberapa syarat pokok, yeitu:

a. dalam rangke tertib pemerintahan; artinya dengan menggunakan
fungsi dan wewenang aparatur pemerintahen yesng telah ada!}

b. mempunyai desar hukum yang sehat dan kuat;
- ¢. sejauh mungkin tetap menjamin hak-hak demokrasi bagi kekuaten—
kekuatan Orde Baru dan dinamika rakyat, serta diharapkan akan
dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tu.juanhya.
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Dengan demikian, alat ini tidak lagl merupakan suatu
lembage extra-konstitusionil kerena pada hakekatnya ia hanya
merupakan bentuk ussha penirigka.tan efisiesi-kerja aparatur pe-
laksana 41 daerah.

Dalam instruksi ini d:l.tegh.ska.n Pula bahwa pada dasarnya Penguasa
Tunggal di daerah adalah Gubernur/Kepala Daerah, baik sebagai
alat Pusat maupun sebagal alat Daerah.

Sebagai alat Pusat, Gubernur/Ke?éla Daerah berwenang me-
megang kebijaksansan di bidang politik polisionil di dserahnya
serta mengkoordinasikan jawatan, mengawas Jjalannya Pemerintahan
Daerah dan menjalankan tugas-tugas lain yang diserahkan Pusat.
kepadanya. _

Namun demikian, dalam suasana/situasi dewasa ini dimana
gangguan dan hambatan pelasksansan program dan kebijaksanaan
Pemerintah masih besar dan luas sifatnya, maka disediakan alat
pengamanan yang efektif yang apabila diperlukan dapat dengan
tepat dan cepat bertindak, suatu bedan pengamanan penguasa da-
erah, dimana para Panglima/Kcmandan }«BRI, sebagal unsur peng-
amanan bagi pelaksanaan kebijaksansan Kepala Daerah bergabung
di dalsmnya. - ]

Di dalam badan inilah alat pengamsnsn yang efektif yang
dapat dipertanggung-jawabkan dalam penciptaan Pangg Tertibd,
dapat menjamin: (a) adanya integrasi kegiatan untuk mengsuk-
seskan program Kabinet; (b) dapatnya mengatasi dalam waktu se-
cepat-cepatnya dan dengan cara yang setepat-tepatnya terhadap
gangguan—~gangguan dan hantaetan-hambetan yang timbul, untuk men-
Jamin pelaksansan program-program tersebut; (c) pelaksanaan |
dan pengamanannyas harus pula menjamin kemenangan Orde Baru,
dengan semanget dan jiwa Orde Baru.

Bunyi selengkapnya ihstruksi termaksud telah dluraikan da-

lam BAB II.

Menurut pendapat penulis, mengingat bahwa situasi keamanan

- . umum dewasa ini telah jJauh lebih baik daripada keadaan pada awal
tahun 1967 ketika instruksi itu dikeluarkan dah telah adanys

U.U. No. 5 tahun 197k yang mengatur lebih tegas dan Jelas kedudukan
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Kepalas Wilayah sebagai Penguasa Tunggal itu, maka Instruksi
No. 05 tahun 1967 —erlu disempurnakan, antara lain perlu penegasan
bahwa Kepala Wilayah secare ex officioc menjadil Ketua dari MUSPIDA,

baik 4i daerah tingkat I maupun di daerah tingkat II.
Berdasarkan Instruksi Presiden No. 4 tahun 1969.

Proyek-proyek Pembangunan Nasional ai dsersh daerah dilak-
sanakan oleh Dinas-dinas vertikal, a.'I;a;u badan pelaksana khusus
yang ditunjuk untuk itu cleh Departemen/Lembaga Non Departemen
yang bersangkutan, yang bertanggung Jawab stas pelsksansan pro=-

yeknya.

Delam melaksanakan proyek tersebut, dinas vertikal dan
Baden pelaksane yang bersangkutan berkewa)iben :

&. mengiﬁdahkan pedonan~pedoman, petunjuk-petunjuk dan instruksi
instruksi dari Pemerintah dan Departemen atasannya, dan memberi
-kan laporan atas pelaksanaan perkembangan proyek itu secars be
kala atau atas permintaan khusus;

b. menerims saran dan pertimbangan dari Gubernur/Kepala Deerah
Wilayah guna diteruskan kepada Departemen yang bersangkutan
untuk mendapat perhatlian, dan kemidian mengadakan koordinasi
dengan dings/.ja.uata.n lain dibawah koordinasi Kepals Wilaya.ﬁ
dan memberikarn tembusen laporan perkembangan proyek kepada
Kepala Wilaysh. i |

Demi kelancaran dan pengamanan proyek itu, MUSPIDA dan

B.P.P.D. serta LAKSUS PANGKOKAMTIB mengambil langksh langkah penga-~

mapan dengan membulatkan kebijaksansan sedaerah.

Berdasarkan beberapa instruksi-bersama, keputusan bersema antara

beberapa Menteri (lihat EAB IT) untuk menghadapi masalah masalah

penting yang pemecahannys memerlukan kegotong-yorongan pel'baga;i
instansi dibawah bimbingan koordinatif dari Kepala Wilayah diantera-
nya : '

a. tentang ketijaksanaan politik polisicnil;

b. tentang mengusaheken jaminan ketertiban dan kelancaran pelak-

| sanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya;

¢, tentang pengawesan orang asing

d. tentang kocrdinsasi penanaman modsl;
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e. tentang koordinasi pemberien pererangan dan ke-Humas-an;
£. tentang kegiatin keluarga berencana;
g. tentang sumbangan pembinaan pendidikan.

Berdasarksan perjahjian ker jasama.
Pemerintah Daerah dapat mengadakan perjenjian kerjasama
baik dengan Pemerintah Daersh lainnya meupun dengan Lembaga-

lembaga.

Dasar untuk mengada;can ker)asama dengan Pemerintah Daerah
lain terdapat dalam pasal 65 U.U. No. 5 tahun 1974 dimana Pe-~
merintah Daerak diwakili oleh Kepala Daerah berdasarkan pasal 23
U.U. itu. -

Kerjasame yang Giatur dalem perjanjian kerjasama sering

terjadi dengen ILembaga-ilmiah.
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T. Ringkasan Peﬁga.tura.n koordinasi penyelenggaraan pemerintahaan
ditingkat Pusat.

Pengaturan koordinasi pemerintah ditingkat Pusat terdapat an-

tara lain :
a. dalam penyusunan R.A.P.B.N. dimana BAPFENAS bersama-sams

dengan Menterl Keuangan mengkoordinasikan seluruh kegiatan
dari pelbagai Departemen dan Lembaga-lembaga Non Departemen
di delam perencanaan pembangunan Nasional serta penyesuaian
di antara mecam-macam rencana bagi sektoral maupun regional
dan mengadakan pengintegrasian unsur-unsur tersebut ke dalam
suatu rencana pembangunan Nasional. Selan]jutnys menegaskan
kebijaksanaan perkrédita.n dan penyusunan kredit serta ban-
tuan Liuar Negeri. ’

b. dalam memecahkan masalah-masalah khusus dengana cara pemben-
tukan Dewvan atau Panitia antar Departemen, seperti Dewan
Pertimbangan Otonomi Daerah yang diketusioleh Menteri Delam
Negeri berdasarkan Undang-undang No. 5 .tahun 19Tk Pasal 10.

¢. Delam Peraturan Tata Tertid Sidang Kabinet Paripurna dan si-
dang kabinet terbates atasu sidang Dewan Stabilisasi Politik,
Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi.

d. dalam pembentukan Badan-badan khusus seperti: BAKIN, BAPENAS,
BKKBN, BKFM dan lain-lain.

&. dengan cara mengeluarkan keputusan bersama antara dus Men-
tri atay leﬁih.

f. dengan cara mengeluarkan keputusan bersama antara beberapa
Menteri atau dengen Pimpinan Lembaga Non Departemen

£. dengan mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Perundansa.ﬁ
lain yang mengharuskan dilaksanakannys Kerjasama antara
penjabat dari pelbagai Departemen atau Lembaga Non Departemen.

h. menetapkan sesuatu Lembaga Non Departemen umtuk mengkocordinasi-
kan kegiatan bidang tertentu misalnya L.A.N. yang menyelengzara-
kanpembina.ah pendidikan dan latihan seluruh pegawai negeri dari
pelbagail departemen atau lembaga pemerintah non departemen.



I.

237

BEBERAPA KESIMPULAN AHIR

Rangkuman pengertian tentang Koordinasi Pemerintahan.

Kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan herus di-
tujukan kearah tujuan yang hendak dicapal ysitu yang teleh
ditetapkan menjadi garis-garis besar haluen negara dan garis-
garis besar haluan pembangunan vaik untuk tingkat Pusat mau-
pun untuk tingkat Daersh.

Dalam menuju kepada saseran dan tujuan itu gerak-kegistan
herus ada pengendalian sebagai alat wntuk menjamin langsung-
nya kegiatan, tetapnya haluan. Yang dimaksﬁd dalam pengendalisn
disini sdalah kegiatan untuk menjamin persesusian karyae dengan
rencena, program, perintah-perintah dan ketentuan-ketentuan
lainnya yang telah ditetapkan, termasuk tindskan-tindakan ko-
rektif terhadap ke-tidak-mampuan atau- penyimpangan.

Proses pengendelian menghasilkan data-data dan fakta-fakta
baru yang terjadi dalam pelakéanaan, iri semua berguna dan ber-
faedah bagi pimpinan, perencanaan dan pelaksenaan. Apa yang te-
Jah direncapakan, diprogremkan tidak selalu cocok dengan kenya-
taan operasionilnya. Dealam rangka ini lah pengendalian berguna
sekell begi perencanaan selanjutnya.

Selama pékerjaan berjalan, pengendalian digunakan sebagai
penjage dan pengaman. Dalam hal inl pengendalian berguna bagl
keperluan koreksi pelaksanann operasionil sehingga tujuen, ha=-
luan tidak menyimpang dari rencana.

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya
merupakan salah satu aspek dari pengendalian yang sangat penting.
Koordinasi disini adalah "suatu proses rangkaian kegiatan meng-
hubungi, bertujuan untuk meng-serasikan tiap langkah dan kegiaten
dalam organisasi egar tercapai gerak yang cepat untuk mencapal -
gasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan".

Selain sebagai suatu proses, kxoordinasi itu dapat Juga diartiken
sebagai suatu pengaturan ysng tertiy dari kumpul an/gabungan usahe

untuk menciptakan kesatuan tindakan.

Maka koordinasi dalam penyvelenggaraan pemerintohan merupa-

kan pengaturan yang aktif, = bukan pengaturan.dalam arti pasif
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berupa membuat aturan ~ mengenai segala gerak dan kegiatan dan
hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintshan baik Puaat
maupun Daerash serta lembaga-lembage pemerintah non departemen
yang mempunyei tuges kewajiban dan wewenang yang saling berhu-
bungan satu sama lain; pengaturan mane bertujuan untuk mence-
gah terjadinys kesimpengsiuran dan kegiastan saling bertindih
yang dapat mengakibatkan pemborosan-pemborosan dan pengaruvh
tidak baik terhadap semangat dan tertidb kerja.

Dengan pengendalian dan koordinasi yang baik, maka dalam
penyelenggaraan pemerintahan: (1) dspat dicegah dan dihilangkan
titik pertentangan, (2) para pejabat/petugas terpaksa berfikir
dan berbuat dalam bubungan sasaran dan tujuan bersama, (3) dapat
dicegah terjadinya kesimpang-siuran dan duplikasi kegiaten, (%)
dapat mengembangkan prakarsa dan daye improvisasi para penjabat/
petugas karena dalam rangka koordinas! mereka mau tidak mau ha-
rus mendapatkan cara dan jJalan yang cocok bagl pelaksanaan-pe-~
laksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapal keseim‘ba.ngan‘dan

keserasian.

Maka bagi penyelenggaraan pemerinta.han - terutama didaersh -
koordinasi bukan hanya bekerjasama, melasinkan juge integrasi dan
sinkronisasi yang mengandung keharusan penyelarasan unsur-unsur
Jumlah dan penenfua.n waktu kegiatan disamping penyesualan peren-
canaen, dan keharusan adanya komunikasi yang teratur diantara se-
sama penjabet/petugas yang bersangkutan dengan memahami dan meng-
indahkan ketentuan hukum yang berlaku sebagal sustu peraturan pe-
lsksansannys (the rule of the game).
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IT. Koordinaesi Pemerintahan di daerah belum mentap.

Meskipun keharusan adanya koordinasi dalam penjelenggaraan
pemerintahan di daerah telah dimuat secara tertulis sejak tang-
gal 31 Mei 1952 yaitu dalem Surat Edaran Perdana Menteri No. 2/
R.I./1952 perihal "Kerjassma antera Kepsla Daerahdan Kepala -
kepala Jawatan dan Organisasi-organisasi lai;mya.", kemudian di-
tetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1956 termuat
dalam Lembaran Negara No. 49 tahun 1956 perihal "menyusun Ko-
ordinasi Pemerintah Sipil", disamping ketentuan-ketentuan khu-
gus untuk masalah-masalah tertentu dan terakhir ditetapkannya
U.U. No. 5 tahun 19Tk, akan tetapi delam praktek masih sering
dijumpai tindakan-tindakan aparat pemerintah di daerah yang me-
nun Jukkan tidak adanya koordinasi.

Beberape kejadian dibawah ini merupakan bukti dari apa

yang dikemukan diatas.

(1) Seringkali terjadi suatu jalan wmum yang baru bebe-
rapa minggu diperbaiki, setelah selesai, tidak lama
xemudian dibongkar lagl sebaglan atau sepanjang ping-
girannya oleh karena: '

&, dilakukan pamasangan pipa dibawah tanah oleh P.N.
GAS; atau

b. dilakukan pemssangan kabel dibawsh tanah oleh PLN;
l.tafl.u.

e. diiakukan pemasangan pipa air minum oleh Perusahaan
ai'- minum; atau

d. dilalmka.n perbaikan rel kereta api

(2) Bangunan-bangunan yang dibangun di atas tanah tanpa izin
pemiliknya, atau 41 atas tanah negara tanpe izin instan-
si Peherinta.h Daerah Kabupaten atau Kotamadya karena di-
rencanakan akan dibongkar dalam rangka penertiban, ter-
nyata o%eh instansi lain atau perusshean negara, bangunan
itu diberi fasilitas seperti :

a. oleh PLN dijadiken langganan dan diberi saluran lis-
trik; atau
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b. oleh PERUM TELKOM diberi pesawat telepon, atau
c. oleh PN GAS diber: saluran dan menjadi langganen

gas.

(3) Di Kotamadye Bandung perneh terjadi bahwa PERUM TELKOM
(ketika itu masih disebut P.T.T.), memperluas jaringan
telepon Bandung Utaras dari Timur Laut; sedang Pemerin-
tah Daerah Propinsi Jawa Barat bersama Sekretariat Ne-
geara membangunan perumahan dinas bagi pare penjebat Pro-
pinsi dan Konstituante di Bandung Tenggara dengan mem-
bebaskan tanah milik rakyat ysng belum meteng karensa
tidak termasuk perencanaan kota.

Akibatnya, ketika rumah-rumsh tersebut dibangun : dan

terus diisi oleh penjabat (tinggi) pemerintah Daerah

Propinsi dan Sekretariat Kbnstitunnte,_mengalami rupa-

rupa kesulitan, antara lain: |

(a) sulit mendapatkan sambungan telepon karena justru
untuk daerah Selatan dan Tenggara Bandung telah lama
"overbelast”; padahal penjabat-penjabat penghuni
rumah dinas tersebut sangat memerlukan hubungen te-
lepon untuk kepentingan kelanceran tugas pemerintah.

(b) sulit mendapatkan sexbungan listrik, karena P.L.K.
sedang beradg dalam kekurangan untuk daerah itu;

{c) belum eda saluran pipa air minum, karena belum ter-
masuk dalam rencana perluasan jaringan dari dinas/
perusahaan air minwh Kotamadya;

() jalen den saluran air-kotor (riolering) belum ada.

Kurang mantapnya koordinasi dalam penyelenggﬁraan pemerin.
tahan (di daerah) menurut pengamatan penulis, antara lain karena
hal sbbh. : '

Adekalanys terjadi pimpinan suatu instansi/jawatan/dines
satau kesatuan-kerja yang lain terdorong oleh keinginan yang baik
untuk mensukseskan tugas-pokoknya sedemikian rupa sehingga lebih
menonjol, akhirnys acuh terhadap tugns-pokok, wewenang dan pe-
rangn fihak lain; dengan berlaku demikian tidak disadarinya aps
yang dikemukan oleh HIREERT A, SIMON, bshwa " reetektifan seseorang
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dalam usshanya mencapai tujuan-tujuan dalsm setiap suasans sosial;
tidak tergantung pada aktivitasnya sendiri, tetapi Jjuga pads begei-
manakah hubungan aktivitasnya itu dengan apa yang sedang dilakukan
oleh orang-orang lain. Padahal pelalssnaan yang sukses atas satu -
tugas oleh sekelompok orang, membutuhkan tingkat koordinasi yang
tinggi." 49) :

Adanya sikap seolah-oleh instansinya sangat penting atau ter-
penting di antara imstansi leinnya, timbul karena skibat-sampingan
dari sistim lomba-jasa yang menjurus kepada persaingan yang tidak
sehat. |

Sebagai ilustrasi da.pa.t'dikuukanan peristiwa yang benar-benar
terjedi 41 Kota Bandung, dimana sustu instansi Pemerintah Pusat yang
berada di daerah, bersams suatu Badan yang memperoleh bantuan luar
negeri, membeli taneh milik {membebaskan hak-milik) dengan harga
yang jauh lebih tinggi deri lerge yang telah ditetapkan oleh Pa-
nitia Negara setempat berdasarkan Bijblad No. 11372 untuk tanah
yang berdekatan, yang sama-sama diperlukan bagi kepentingan pem-
bangunan oleh Pemerintah. )

Sikap demikian agaknya didorong oleh suatu keinginan agar
instanei Pemerintah termaksud dapet menunJukkan lebih mampu beker-
Ja lebih cepat; tetapi sebenarnya dengan berbuat demikian (tanpa
mengadakan bhubungan lebih dahulu dengan Pemerinteh Daerah) telah
mengorbenkan kepentingan yang lebih besar yaitu keadilan bagi para
pemilik tansah yang lain yang tanahnya dibebaskan hak miliknya

'dengan ganti rugi yang lebih.kecil seperti yang telah ditetapkan
cleh Panitie Negara, padahal sama-sama untuk kepentingan pelaksanaan
_program pemerinteh.

Akibat lainnys, instanai pemerintah lain yang hendak meft-
beli tansh disekitar tempat itu mengalaml kesukaran berhubung
dengan permintaan kenajkan harge di atas taksiran Panitia Ne-
gara setelah adanya "precedent” pembelian dengan harga yang lebih
tingegl yang tidak melelui konsultasi dan tanpa koordinasi dengan
Pemerintah Daerah serta instansi lain yang bersangkutan.

Itu adalah .sekeda.r contoh dari seklan banyek kejadian.

49) HEREERT A. SIMON, Opsit hal 72.
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III. Saran-saran cara pendekatan untuk memantaplian Koordinasi

Pemerintahan.

1.

2.

Meneruskan usaha-usaha yang telah dirintis oleh Lembaga Ad-

ministrasi Negara khususnya tentang (1) Perumusan Tugas po-

kok Pemerintah beik 4i tingkat Pusat maupun di tingkat Dae-
rah, (2) Perumusan Fungsi setiap kesatuen-kerja seluruh apa-

ratur pemerintah termaksud. .

Mengenei perumusan fungsi setiap kesatuan-kerja aparatur,

pererintashan, hendaknya :

(a) seluruh tugas pokok pemerintahan pada dasarnya harus ter-
bagi habis, ertinya tidak ada hal yang sewajarnya men;adi
tugas pemerintah tida ada yang merase berkeuﬁjihan untuk
memenuhi kewajiban itu;

(b) menggambarkan pelembagasn tugas-pokok tersebut delam ke-
‘satuan-kerja, di mana fungsi-fungsi kqpatuan-kesatuan, -
kerja yang lebih tinggi menjadi tugas-pakok kesatuan-ker-
ja yang lebih rendah. '

Dalam merumuskan fungsi, hendalxys berpegang kepada prinsip

fungsionalisesi; dalam arti :

(a) Tidek ada satu pun fungsi yang tidak ada kesatuan'organi-
sasi yang meleaksanakannysa;

(v) Tdak ada satu fungsi pun yang secara fungsionil diurus
oleh iebih dari satu instansi. Hal ini mutlak diperlukan
untuk menghilanékan atau paling sedikit mengurangi -
duplikasi/kekembaran yang menimbulkan kekaburan wewenang,
kekacﬁnan tangguﬁg—Jawab dan kewajiban, serta sekaligus
meningkatkan efisiensl.

(c) Ada satu instansi Pemerintah yang secara fungsionil ber-
‘tanggung jaweb atas salah satu aspek dari kegiatan Peme-
rintah baik dalam pelsksanaan tugas-tugas rutin maupun
dalam‘pelaksanaah tugas~tugas pembangunan.

(d) Untuk setiap jenis kegiatan, terdapat gamparan yang Jelas,
instansi mana yang secara nesional bertanggung-Jjawab atas
sesuaﬁu bidang tertentu, begitu juga untuk tingkat region-
nal dﬁn tingkat lokal. .
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k., Perlu ditetapkan suatu ketentuan yang merupaken Jaminan bagi-
pembinaan kontinuitas pelakéanan tugas yang timbul darl hu-
bungan-kerja fungsionil. Untuk itu diperlukan adanya pedoman
tata-cara kerja yang Jelas bagi setiap kesatuan kerja, adanya
forum koordinasi, adanya sistim penysmpaian dan pertukaran
informasi melalui saluran komunikasi yang praktis dan tidak
kaku, serta yang terakhir dicegah adanya ketergantungan ke-
pada seorang penjebat.

Pengaturan ketentuan afau tata-cara kerja itu hendaknya se-
demikien rupe sehingga setiap penjabat pimpinan instansi me-
rase harus secars teratur mengadekan dan memelihara hubungan
satu sama lain, begitu pula antara bagian-bagian dalam satu
organisasi dan antara organisasi organisasi yang satu dengan

" yang lain, terutama.yang berdekatan bidang usahanya atau ruang

geraknye.,

Juga_setiap pimpinen kesatuan kerja tersebut wa]ib berhubungan
terus menerus dan teratur yaitu guna menyelaraskan rencana-ren-
cana, program-program dan tindeken-tindakan masing-masing se
hingga tidak bertentangan, tidak renimbulkan kerenggangan dan
kekembaran dan untuk mencegah pemborosan wektu, fikiran dan bia-
ya, malah sebaliknya harus diusahakan gelalu agar saling meng-
isi, memperoleh keuntungantindakan-tindakan nmasing-masing dan
saling mengamankan kebijeksanasan serta program masing-mésing
yang telah ditetapkan.

Kewajiban untuk mengadakan hubungan secara terus-menerus
dan teratur itu hendsknya menyeluruh sehingga disadari dan di-
rasakan sebagail kewaliban yang tidek boleh dihindarkan atau di-
ebaikan oleh setiap penjabat pimpinan dan staf dengan alasan
apapun -Juga.
S. Meningkatkan pemb'naan kﬁder pimpinan dan staf serta peldksana
4i bidang kepemimpinan dan bidang ketata-laksanaap disamping -

bidang keakhlian dan kejuruen-kejuruan.
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